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BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR T A H U N  2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERENCANAAN
KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang b a h w a  u n t u k  melaksanakan ketentuan Pasal 11  a y a t  (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Tol i tol i  Nomor 8  Ta h u n  2019
tentang Pengelolaan Barang Mi l ik  Daerah perlu menetapkan
Peraturan B u p a t i  t e n t a n g  T a t a  C a r a  P e l a k s a n a a n
Perencanaan Kebutuhan d a n  Penganggaran Ba rang  M i l i k
Daerah;

Mengringat :  1 .  Pasal  18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara republ ik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang N o m o r  2 9  T a h u n  1 9 5 9  t e n t a n g
Pembentukan Daerah-daerah T i n g k a t  I I  d i  Su lawes i
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan D a e r a h  ( L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa k a l i  d i ubah  teralchir  dengan Undang-Undang
Nomor 6  Ta h u n  2 0 2 3  t e n t a n g  Penetapan Pera tu ran
Pemerintah Pengganti Undang-Undang N o m o r  2  Ta h u n
2022 t e n t a n g  C i p t a  K e r j a  m e n j a d i  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

N



4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pengelotaan Ba rang  M i l i k  Daerah  (Lembaran
Daerah Kabupaten  To l i t o l i  Ta h u n  2 0 1 9  N o m o r  7 2 ,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tol i tol i  Nomor
205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG
MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. B a r a n g  Milik Daerah adalah semua barang yang dibel dan/atau diperoleh

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan
lainnya yang sah.

2. Penge lo la  Barang M i l i k  Daerah yang  selanjutnya d isebut  Pengelola
Barang ada lah  Pejabat  y a n g  berwenang d a n  bertanggung j a w a b
menetapkan kebi jakan d a n  pedoman se r ta  melakukan pengelolaan
Barang Mi lk  Daerah.

3. P e j a b a t  Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang
mempunyai fungsi  pengelolaan Barang M i l i k  Daerah selalcu pejabat
pengelola keuangan daerah.

4. P e n g g u n a  Barang M i l i k  Daerah yang selanjutnya d isebut  Pengguna
Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna B a r a n g  M i l k
Daerah.

5. K u a s a  Pengguna Barang Mil ik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja Perangkat Daerah atau pejabat
yang ditunjuk oleh pengguria untuk menggunakan Barang M i l k  Daerah
yang berada dalam pengruasaannya.

6. Perencanaan K e b u t u h a n  B a r a n g  M i l i k  D a e r a h  a d a l a h  k e g i a t a n
merumuskan r inc ian k e b u t u h a n  B a r a n g  M i l i k  D a e r a h  u n t u k
menghubungkan pengadaan barang yang telah l a l u  dengan keadaan
yang s e d a n g  b e r j a l a n  sebaga i  d a s a r  dalam melalcukan t indakan
pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

7. Pemel iharaan adalah kegiatan a t a u  t indakan  y a n g  dilalcukan a g a r
semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik clan siap u n t u k
digunakan secara berdaya guna clan berhasil guna.

8. Peman fa tan  adalah pendayagunaan Barang M i l i k  Daerah yang t idak
digunakan un tuk  penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah yang tidak mengubah status
kepemilikan.

9. Pemindahtanganan adalah pengalhan kepemilikan Barang Milik Daerah.
10. Penghapusan adalah t indakan menghapus Barang Mi l i k  Daerah dani

daftar barang dengan  menerb i tkan kepu tusan  d a n  i pe jaba t  y a n g
berwenang u n t u k  membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang,
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan  i tanggung jawab administrasi
dan f is ik  atas barang yang berada dalam penguasaannya.



11. Standarisasi Sarana dan  Prasarana Ker ja Pemerintah Daerah adalah
pembakuan r u a n g  k a n t o r ,  per lengkapan k a n t o r ,  r u m a h  d i n a s ,
kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.

12. S tandar  H a r g a  a d a l a h  pene tapan  b e s a r a n  h a r g a  s e s u a i  j e n i s ,
spesifikasi dan  kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

13. S tandar  Barang adalah spesif ikasi b a r a n g  yang  ditetapkan sebagai
acuan penghitungan pengadaan Barang Mil ik Daerah dalam perencanaan
kebutuhan.

14. S tandar  Kebutuhan adalah sa tuan  j u m l a h  barang yang d ibutuhkan
sebagai acuan perhitungan pengadaan d a n  penggrunaan Barang M i l i k
Daerah d a l a m  perencanaan kebutuhan Barang M i l i k  Daerah pada
Perangkat Daerah.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
RKA-Perangkat Daerah adalah dolcumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar  penyusunan
APBD.

16. Rencana Kerja Perangkat D a e r a h  y a n g  se lan ju tnya d i s e b u t  R e n j a
Perangkat Daerah adalah Rencana Tahunan Perangkat Daerah.

17. Rencana Kebutuhan Barang Mi l i k  Daerah yang selanjutnya disingkat
RICBMD adalah daftar yang memuat perencanaan kebutuhan Barang
Milik Daerah yang disusun Pengelola sebagai bahan dalam pen3rusunan
Rancangan APBD untuk 1 (satu) tahun anggaran.

18. D a f t a r  Barang Milik Daerah Pengguna adalah daftar yang memuat daftar
Barang Milik Daerah yang ada di Pengguna Barang.

19. D a f t a r  Barang M i l i k  Daerah Kuasa Pengguna adalah d a f t a r  y a n g
memuat da f ta r  Barang M i l i k  Daerah yang  a d a  d i  Kuasa  Pengguna
Barang.

20. Perawatan Bangrunan adalah usaha memperbailci kerusakan yang terjadi
agar bangunan dapat berfungsi dengan balk sebagaimana mestinya.

21. Kemsakan  B a n g u n a n  a d a l a h  t idak ber fungs inya b a n g u n a n  a t a u
komponen bangunan alcibat penyusutan/ berakhirnya u m u r  bangunan
atau alcibat ulah manusia a t a u  peri lalcu a l a m  sepert i  beban  fungs i
yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis.

22. Daerah  adalah Kabupaten Tolitoli.
23. B u p a t i  adalah Bupati Tolitoli.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupat i  Tolitol i sebagai unsur  penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonorn.

25. Perangkat Daerah adalah unsu r  pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

26. Sekretaris Daerah adalah Selcretaris Daerah Kabupaten Tolitol i  selalcu
Pengelola Barang Milik Daerah.

27. Badan  Penge lo laan  Keuangan d a n  Ase t  Daerah yang  s e l a n j u t n y a
disingkat BPICAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten To l i t o l i  y a n g  mempunya i  t u g a s  d a n  fungs i  d i  b i dang
pengelolaan Barang Milik Daerah.

28. Kepala Badan  Pengelolaan Keuangan c lan A s e t  Daerah selanjutnya
disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai Pejabat Penatausahaan Barang.



Pasal 2

Peraturan Bupat i  ini merupakan pedoman bag i  Perangkat Daerah da lam
melakukan Perencanaan Kebutuhan Barang Mink Daerah clan pen3rusunan
RKBMD dan Pengelola Barang dalam melalcukan penelaahan RKBMD untuk
mewujudIcan pencapaian kebutuhan n i l  Barang Mi l ik  Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;
b. penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
C. penelaahan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; dan
d. kond is i  darurat dan perubahan.

BAB II
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Perencanaan k e b u t u h a n  B a r a n g  M i l i k  D a e r a h  d i s u s u n  d e n g a n
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas d a n  fungsi  Perangkat
Daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.

(2) Ketersediaan Barang Mi l i k  Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan Barang Mi l ik  Daerah yang ada pada Pengelola Barang
dan/atau Penggruna Barang.

(3) Perencanaan kebutuhan Barang Mi l ik  Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerrninkan kebutuhan n i l
Barang Mil ik Daerah pada Perangkat Daerah sehingga dapat dijadikan
dasar dalam pen3rusunan RKBMD.

Pasal 5

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap t ahun
setelah Renja Perangkat Daerah ditetapkan.

(2) Perencanaan kebutuhan Barang M i l i k  Daerah mengacu pada  Renja
Perangkat Daerah.

(3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud aya t  (1) merupakan
salah sa tu  d a s a r  b a g i  Pe rangka t  D a e r a h  d a l a m  p e n g u s u l a n
penyediaan anggaran  un tuk  kebutuhan barn  clan angka dasar serta
pen3rusunan rencana kerja dan anggaran.

(4) Perencanaan kebutuhan Barang M i l i k  Daerah, dikecualilcan u n t u k
Penghapusan, berpedoman pada:
a. Standar Barang;
b. Standar Kebutuhan; dan/atau
C. Standar  Harga.



(5)

(5)

Standar Barang, Standar Kebutuhan, dan Standar Harga sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengguna Barang menghimpun RKBMD y a n g  d ia jukan o leh  Kuasa
Pengguna Barang yang berada di linglcungan Perangkat Daerah.

Pengguna Barang melalcukan penelaahan terhadap usulan RKBMD yang
diajukan o l e h  K u a s a  Pengguna  B a r a n g  d i b a n t u  o l e h  P e j a b a t
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

Pengguna Barang menyampaikan RKBMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Pengelola Barang.

Pengelola B a r a n g  mela lcukan pene laahan a t a s  u s u l a n  R K B M D
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan
memperhatikan d a t a  Barang M i l i k  Daerah p a d a  Pengguna Barang
dan/atau Pengelola Barang.

Data Barang M i l k  Daerah pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
a. laporan Daftar Barang Pengguna Semesteran;
b. laporan Daftar Barang Pengguna Tahunan;
c. laporan  Daftar Barang Pengelola Semesteran; dan/atau
d. laporan Daftar Barang Pengelola Tahunan.

(6) Pengguna Barang yang t idak menyampaikan RKBMD Pengadaan clan
Pemeliharaan, t i dak  dapat mengusulkan penyediaan anggaran u n t u k
kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka
rencana pengadaan dan pemeliharaan dalam RKA-Perangkat Daerah.

(7) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat  (4) d ibantu oleh Pejabat Penatausahaan Barang, Pengrurus
Barang Pengelola serta Tim Penelaah yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 7

(1) R K B M D  digunakan sebagai dasar
oleh Pengguna Barang.

(2) R K B M D  sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t
Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penyusunan RKA-Perangkat Daerah

(1) d i te tapkan dengan

(1) Pengguna Barang  d a n / a t a u  K u a s a  Pengguna Ba rang  t i d a k  d a p a t
mengusulkan RKBMD Pemeliharaan terhadap:
a. Barang Milik Daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
b. Barang M i l i k  Daerah  y a n g  sedang d a l a m  s t a t u s  penggunaan

sementara;
c. Barang  M i l i k  Daerah  y a n g  sedang d a l a m  s t a t u s  dioperasikan

oleh p ihak  lain; dan/atau
d. Barang Milik Daerah yang sedang menjadi obyek pemanfaatan.



(2) R K M B D  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f  b  diusulkan oleh
Pengguna Barang yang  menggunakan Barang M i l i k  Daerah bersi fat
sementara.

(3) R K B M D  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f  d  t idak termasuk
pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan.

Bagrian Kedua
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pasal 9

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:
a. perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah;
b. perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
c. perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
d. perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
e. perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.

(2) Perencanaan pengadaan Barang M i l i k  Daerah sebagaimana d imaksud
pada ayat (1) huruf  a dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan.

(3) Perencanaan pemeliharaan Barang M i l k  Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.

(4) Perencanaan pemanfaatan Barang Mi l ik  Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf  c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.

(5) Perencanaan Pemindahtanganan Barang  M i l i k  Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) h u r u f  d  dituangkan dalam dokumen RKBMD
Pemindahtanganan.

(6) Perencanaan Penghapusan Barang Mil ik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Bagrian Kesatu
RKBMD Pengadaan

Pasal 10

(1) K u a s a  Pengguna Barang men3rusun u s u l a n  RKBMD Pengadaan d i
linglcungan unit kerja yang dipimpinnya.

(2) K u a s a  Pengguna Barang menyampaikan usu lan  RKBMD Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang paling
larnbat minggu kesatu bulan Mei.



Pasal 11

(1) P e n g g u n a  B a r a n g  mela lcukan penelaahan te rhadap  u s u l a n  R K B M D
Pengadaan yang  d ia jukan  o leh  Kuasa  Pengguna Barang pada  minggu
kedua bulan Mei.

(2) Pene laahan  sebagaimana d imaksud  p a d a  aya t  (1) u n t u k  memast ikan
kebenaran data masukan penyusunan RKBMD pengadaan yang minimal
mempert imbangkan:
a. kesesua ian  program, kegiatan, dan  keluaran bempa  B a r a n g  M i l i k

Daerah dengan Renja Perangkat Daerah;
b. s tandar isas i  sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah;
c. k e b u t u h a n  barang pada masing-masing Perangkat  D a e r a h  sesua i

besaran organisasi, jumlah pegawai, dan tugas serta fungsi Perangkat
Daerah;

d. a d a n y a  barang yang rusak, dihapus, di jual ,  h i lang, m a t i  atau sebab
lain y a n g  d a p a t  d ipertanggungjawabkan s e h i n g g a  m e m e r l u k a n
penggantian;

e. a d a n y a  p e m n t u k a n  b a r a n g  y a n g  d i d a s a r k a n  p a d a  p e r u n t u k a n
standar perorangan, j i ka  terjadi mutasi  bertarnbah personil sehingga
mempengaruhi kebutuhan barang;

f. t i n g k a t  persediaan Barang M i l i k  Daerah d i  set iap t a h u n  anggaran
bersanglcutan agar efisien dan efektif; clan

g. per t imbangan  teknologi.

(3) Hasil penelaahan atas u s u l a n  R K B M D  Pengadaan y a n g  d isampa ikan
Kuasa Pengguna Barang d igunakan da lam menyusun  u s u l a n  R K B MD
Pengadaan tingkat Pengguna Barang yang minimal memuat informasi:
a. n a m a  Kuasa Pengguna Barang;
b. n a m a  Pengguna Barang;
c. p r o g r a m  dan kegiatan;
d. d a f t a r  barang pada Pengguna Barang dan /a tau  daf tar  barang pada

Kuasa Pengguna Barang; clan
e. r e n c a n a  kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

(4) H a s i l  penelaahan Pengguna Ba rang  a tas  u s u l a n  R K B M D  Pengadaan
Kuasa P e n g g u n a  B a r a n g  sebaga imana  d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 3 )
disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang.

(5) K u a s a  Pengguna Barang  menyusun  R K B MD  Pengadaan berdasarkan
hasil p e n e l a a h a n  sebaga imana  d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 3 )  u n t u k
disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu ketiga bulan
Mei.

Pasal 12

(1) P e n g g u n a  Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan i Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

(2) P e n g g u n a  Ba rang  menyarnpaikan u s u l a n  R K B M D  Pengadaan kepada
Pengelola Barang melalui Kepala BPKAD, pal ing lambat minggu keempat
bulan Mei.

(3) F o r m a t  u s u l a n  R K B M D  Pengadaan sebagaimana t e r c a n t u m  d a l a m
Lampiran y a n g  m e m p a k a n  bag ian  t i d a k  terp isahkan d a n  i Peraturan
Bupati mi.



Bagian Kedua
RKBMD Pemeliharaan

Pasal 13

(1) K u a s a  Pengguna Barang menyusun usu lan  RKBMD Pemeliharaan d i
lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.

(2) K u a s a  Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang paling
lambat minggu kesatu bulan Mei.

Pasal 14

(1) Pengguna Barang melalcukan penelaahan terhadap usu lan  RKBMD
Pemeliharaan yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang pada minggu
kedua bulan Mei.

(2) Penelaahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan
kebenaran d a t a  masukan pen3rusunan RKBMD pemeliharaan y a n g
minimal mengacu pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang
memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.

(3)

(3)

Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh
Pengguna Barang  dalarn menyusun u s u l a n  RKBMD Pemeliharaan
tingkat Pengguna Barang yang minimal memuat informasi:
a. n a m a  Kuasa Pengguna Barang;
b. n a m a  Pengguna Barang;
c. na rna  Barang Milik Daerah yang dipelihara;
d. usu lan  kebutuhan pemeliharaarr, dan
e. RKBMD yang disetujui.

Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaan
sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (3 )  disampaikan kepada Kuasa
Pengguna Barang.

Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan
hasil penelaahan sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 3 )  u n t u k
disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu ketiga bulan
Mei.

Pasal 15

Pengguna Barang menghimpun R K B M D  Pemeliharaan d a n  i K u a s a
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).

Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan kepada
Pengelola Barang melalui Kepala BPKAD, paling lambat minggu keempat
bulan Mei.

Format usu lan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian t i dak  terpisahlcan dan i Peraturan
Bupati mi.



Pasal 16

(1) U n t u k  Barang M i l i k  Daerah berupa bangunan, kerusakan bangunan
dibedakan atas:
a. kcrusakan ringan;
b. kerusakan sedang; dan
c. kerusakan berat.

(2) Penentuan  t ingkat kerusakan sebagaimana dimaksud p a d a  a y a t  ( 1 )
setelah berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
umsan pembinaan bangunan gedung.

(3) Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan
pada bangunan yaitu:
a. perawatan untuk tingkat kerusakan ringan;
b. perawatan untuk tingkat kerusakan sedang; dan
c. perawatan untuk tingkat kerusakan berat.

(4) U n t u k  perawatan yang memerlukan penanganan khusus  a t a u  dalam
usaha meningkatkan wujud bangunan seperti melalui kegriatan renovasi
atau restorasi, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pembinaan bangunan gedung.

Pasal 17

(1) R K B M D  Pemeliharaan bangunan mempakan upaya un tuk  menghindari
kerusakan komponen a tau  elemen bangunan ak ibat  keusangan a tau
kelusuhan sebelum umumya beralthir.

' ( 2 )  Perangka t  Daerah dapat menyusun RKBMD Pemeliharaan bangunan yang
tingkat kerusakan ringan dan sedang.

(3) Dalam h a l  bangunan  dengan  t i n g k a t  ke rusakan  b e r a t ,  R K B M D
Pemeliharan disusun oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
terhadap pembinaan bangunan Gedung.

Bagian Ketiga
RKBMD Pemanfaatan

Pasal 18

(1) Pengguna B a r a n g  mengh impun R K B M D  pemanfaatan d a n  K u a s a
Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemanfaatan kepada
Pengelola Barang melalui Kepala BPKAD, paling lambat minggu keempat
bulan Mel.

(3) F o r m a t  usu lan  RKBMD Pemanfaatan sebagaimana tercantum da lam
Lampiran yang  merupakan bagian t i d a k  terpisahkan dan i Peraturan
Bupati mi.



Bagian Keempat
RKBMD Pemindahtanganan

Pasal 19

(1) Pengguna  Barang menghimpun RKBMD Pemindahtanganan dari  Kuasa
Pengguna Barang.

(2) Pengguna  Barang menyampaikan usu lan  RKBMD Pemindahtanganan
kepada Pengelola Barang melalui Kepala BPKAD, paling lambat minggu
keempat bulan Mei.

(3) Format u s u l a n  R K B M D  Pemindahtanganan sebagaimana tercantum
dalam L a m p i r a n  y a n g  merupakan  b a g i a n  t i d a k  terp isahkan d a r i
Peraturan Bupati mi.

Bagian Kelima
RICBMO Penghapusan

Pasal 20

(1) Pengguna B a r a n g  menghimpun R K B M D  Penghapusan d a r i  K u a s a
Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Penghapusan kepada
Pengelola Barang melalui Kepala BPKAD setelah d i lakukan penel i t ian
pada tingkat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(3) Penelitian sebagaimana d imaksud pada  a y a t  (2)  u n t u k  memast ikan
kebenaran d a t a  d a l a m  penyusunan R K B M D  y a n g  mengacu  p a d a
DBP/DBKP yang memuat informasi mengenai pertimbangan clan alasan
dilalcukannya Penghapusan.

(4) Pengguna  Barang menyampaikan usulan RKBMD Penghapusan kepada
Pengelola Barang melalui Kepala BPKAD, paling lambat minggu keempat
bulan Mei.

(5) F o r m a t  usu lan  RKBMD Penghapusan sebagaimana tercantum da lam
Lampiran yang  mempakan bagian t i d a k  terpisahkan d a r i  Peraturan
Bupati mi.

BAB IV
PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Penelaahan RKBMD Pengadaan

Pasal 21

(1) Pengelola Barang  melalcukan penelaahan terhadap u s u l a n  R K B M D
Pengadaan yang diajukan oleh Pengguna Barang paling lambat minggu
kesatu bulan Juni.

(2) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan dilalcukan terhadap:
a. relevansi program dengan rencana keluaran Pengguna Barang;



b. optimalisasi penggunaan Barang M i l i k  Daerah yang berada pada
Pcngguna Barang; clan

c. cfekt i f i tas penggunaan Ba rang  M i l i k  Daerah  y a n g  berada p a d a
Pengguna B a r a n g  t e l a h  s e s u a i  perun tukannya  d a l a m  r a n g k a
menunjang tugas dan  fungsi Perangkat Daerah.

(3) Penelaahan terhadap usulan RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud
pada ayat  (1) minimal mempertimbangkan:
a. kesesuaian program, kegiatan dan keluaran be rupa  Barang M i l i k

Daerah dengan Renja Perangkat Daerah;
b. standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah;
c. kebu tuhan  barang p a d a  setiap Perangkat Daerah  sesua i  besaran

organisasi, jumlah pegawai dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah;
d. adanya barang yang msak, dihapus, di jual, hilang, mat i  atau sebab

lain y a n g  d a p a t  dipertanggungjawabkan seh ingga memer lukan
penggantian;

e. a d a n y a  p e m n t u k a n  ba rang  y a n g  d idasarkan p a d a  p e m n t u k a n
standar perorangan, j ika terjadi mutasi bertambah personil sehingga
mempengaruhi kebutuhan barang;

f. t i n g k a t  persed iaan  Barang M i l i k  Daerah agar  efisien d a n  efekt i f
disetiap tahun anggaran bersangkutan; dan

g. pert imbangan teknologi.

(4) H a s i l  penelahaan atas usu lan  RKBMD Pengadaan Pengguna Barang
untuk penyusunan RKBMD Pengadaan minimal memuat informasi:
a. n a m a  Kuasa Pengguna Barang;
b. n a m a  Pengguna Barang;
c. p rogram dan Kegiatan;
d. da f ta r  barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan/atau
e. R K B M D  yang disetujui.

(5) H a s i l  penelaahan Pengelola Barang a tas  usu lan  RKBMD Pengadaan
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) disampaikan
kepada Pengguna Barang.

(6) Pengguna  Barang men3rusun RKBMD Pengadaan berdasarkan h a s i l
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Pengguna Barang menyampaikan RKBMD Pengadaan kepada Pengelola
Barang melalui Kepala BPKAD, paling lambat minggu kedua bulan Juni.

(8) F o r m a t  Hasi l  Penalaahan RKBMD Pengadaan sebagaimana tercantum
dalam Lamp i ran  y a n g  merupakan  b a g i a n  t i d a k  terp isahkan d a n i
Peraturan Bupati mi.

Bagian Kedua
Penelaahan RKBMD Pemeliharaan

Pasal 22

(1) Pengelola Barang  melalcukan penelaahan terhadap u s u l a n  R K B M D
Pemeliharaan y a n g  d ia jukan  o l e h  Pengguna Barang  pa l i ng  l a m b a t
minggu kesatu bulan Juni.



(2) Pene laahan  t e r h a d a p  u s u l a n  R K B M D  Pemel iharaan  sebaga imana
dimaksud p a d a  a y a t  (1)  dengan memperhat ikan da f ta r  barang p a d a
Pengguna Ba rang /Kuasa  Pengguna B a r a n g  y a n g  m e m u a t  in fo rmas i
mengenai status barang dan kondisi barang.

(3) Hasil penelahaan a tas  usu lan  RKBMD Pemeliharaan Pengguna Barang
untuk  pen3rusunan RKBMD Pemeliharaan minimal memuat informasi:
a. n a m a  Kuasa Pengguna Barang;
b. n a m a  Pengguna Barang;
C. n a m a  barang yang dipelihara;
d. u s u l a n  kebutuhan pemeliharaan; dan
e. R K B M D  yang disetujui.

(4) H a s i l  penelaahan Pengelola Barang atas usu lan  RKBMD Pemeliharaan
Pengguna Barang sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  (3 )  d isampa ikan
kepada Pengguna Barang.

(5) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan has i l
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) P e n g g u n a  B a r a n g  m e n y a m p a i k a n  R K B M D  Peme l i ha raan  k e p a d a
Pengelola Barang mela lu i  Kepala BPKAD, pa l ing  larnbat minggu kedua
bulan Juni.

(7) F o r m a t  Hasil  Penalaahan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana tercantum
dalam L a m p i r a n  y a n g  m e m p a k a n  b a g i a n  t i d a l (  t e r p i s a h k a n  d a n i
Peraturan Bupati mi.

Pasal 23

(1) R K B M D  Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan Barang Mi l i k  Daerah dani
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 a y a t  (5) d a n
Pasal 2 2  aya t  (5) d i tetapkan menjadi  RKBMD Pemerintah Daerah o leh
Bupati.

(2) R K B M D  Pengadaan d a n  RKBMD Pemeliharaan sebagaimana d imaksud
pada ayat (1) ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni.

Bagian Ketiga
Penelaahan RKBMD Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan

Pasal 24

(1) Penge lo la  B a r a n g  m e l a k u k a n  pene laahan t e r h a d a p  u s u l a n  R K B M D
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan yang dia jukan oleh
Pengguna Barang paling lambat minggru kesatu bulan Juni.

(2) Pene laahan  a tas  usu lan  RKBMD Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan
Penghapusan m i n i m a l  memperhat ikan d a f t a r  ba rang  p a d a  Pengguna
Barang y a n g  m e m u a t  i n f o r m a s i  m e n g e n a i  r e n c a n a  Pemanfaatan,
Pemindahtanganan dan Penghapusan yang akan dilakukan.



(3) H a s i l  penelaahan Pengelola Barang atas usulan RKBMD Pemanfaatan,
Pemindahtanganan dan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) clan ayat (2) disampaikan kepada Pengguna Barang.

(4) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemanfaatan, Pemindahtanganan
dan Penghapusan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(5) Pengguna B a r a n g  m e n y a m p a i k a n  R K B M D  P e m a n f a a t a n ,
Pemindahtanganan dan Penghapusan kepada Pengelola Barang melalui
Kepala BPKAD pal ing lambat minggru kedua bulan Juni.

(6) F o r m a t  H a s i l  Pena laahan  R K B M D  Pemanfaatan,  F o r m a t  H a s i l
Penalaahan RKBMD Pemindahtanganan, F o r m a t  H a s i l  Penalaahan
RKBMD Penghapusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
mempakan bagian t idak terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi.

BAB IV
KONDISI DARURAT DAN PERUBAHAN

Bagian Kesatu
RKBMD untuk Kondisi Darurat

Pasal 25

(1) D a l a m  h a l  terdapat kondisi darurat  yang terjadi setelah batas alchir
penyampaian R K B M D ,  Pengadaan  d a n  R K B M D  Pemel iha raan ,
pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barn dan penyediaan
anggaran angka  dasar  dalam rangka rencana pengadaan Barang Mi l ik
Daerah d a n  rencana pemeliharaan Barang M i l i k  Daerah di la lcukan
berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai  ke tentuan pe ra tu ran
pemndang-undangan.

(2) K o n d i s i  darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam;
b. bencana non alam;dan
c. gangguan keamanan skala besar.

(3) Pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan
dengan penyampaian RKBMD perubahan t ahun  berkenaan dan /a tau
RKBMD tahun berilcutnya.

(4) Laporan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunalcan oleh Pengelola
Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam pembahasan atas
RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersanglcutan pada
APBD Pembahan Tahun  Anggaran berkenaan dan/a tau  APBD Tahun
Anggaran berilcutnya.



Bagian Kedua
Perubahan RKBMD

Pasal 26

(1) Pengguna  B a r a n g  d a p a t  m e l a k u k a n  u s u l a n  pe rubahan  R K B M D
Pengadaan clan RKBMD Pemeliharaan.

(2) U s u l a n  perubahan R K B M D  sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 1 )
dilalcukan sebelum penyusunan perubahan APBD.

(3) K e t e n t u a n  mengenai penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10  sampai dengan Pasal 20 Peraturan Bupati  in i  berlalcu secara
mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan RKBMD.

(4) Pengelo la  Barang melalcukan penelaahan atas usulan perubahan RKBMD
Pengadaan d a n  RKBMD Pemeliharaan yang  dia jukan o leh Pengsruna
Barang.

(5) Penelahaan a tas  usu lan perubahan RKBMD Pengadaan d a n  RKBMD
Pemeliharaan sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 3 )  h a n y a  d a p a t
diusulkan dalam hal:
a. kebu tuhan  mendesalc, j ika tidak dilaksanakan maka tugas clan fungsi

Perangkat D a e r a h  d a l a m  pelayanan k e p a d a  masyarakat  a k a n
terganggu; atau

b. penganggarannya berasal dan i D a n a  Alokasi  Khusus  c lan Tugas
Pembantuan.

(6) Pe rubahan  RKBMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) F o r m a t  Perubahan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang  merupakan bagian t i d a k  terpisahkan dan  i Peraturan
Bupati mi.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Penyusunan RKBMD berpedoman pada peraturan pemndang-undangan
yang menga tu r  ten tang  standar isasi  s a r a n a  d a n  prasarana k e r j a
Pemerintah Daerah.

(2) F o r m a t  penyusunan RKBMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang mempakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupat i  ini  mulai  berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar set iap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan
Bupati  in i  dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di
pada tanggal 1 5  telca re+

/ B U P A T I  TOLITOLI,

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 13 m a  re4- 2 0 2 4

SE 1 3 1 1 E I Z I K I C A B U P A T

SRUL BANTILAN
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR T A H U N  2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERENCANAAN KEBUTUHANDAN
PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

No
Usulan BMD Kebutuhan Data Barang yang Dapat Dioptimacan Kebutuhan BMD

KetProgram/Kegiaban/
Output Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan Kode

Barang
Nama

Barang Jumlah Satuan Jumlah S a t u  al l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. P r o g r a m

,
1. Keg ia tan ,

a. Output
x.x.x.x.x.xxx.xx

Dst

B. P rogram

1. Keg ia tan i

a. Output
x.x.x.x.x.mociot

Dst

(6) 17) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) _ ( 1 5 ) (16) (17) (18) (19) (20)

1. FORMAT RKBMD PENGADAAN
USULAN RENCANA ICEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH (RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA BARANG /  ICUASA PENGGUNA BARANG( 2 )
TAHUN( 3 )

PEMERrNTAH PROVINSI
PENGGUNA BARANG

(4)
(5)

hralcmwm ( 1 )

 ( 2 1 ) 1
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 ( 2 2 ) 1

 ( 2 3 ) 1
Nip ( 2 3 ) I



Petunjuk Pengislan :
(1) D i t s i  nomor hataman.
(2) D l i s i  nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangicutari
(3) D l i s t  tahun anggaran RKBMD yang diusulican.
(4) D i l s i  nama Provinst yang bersangicutan,
(5) D i t s i  nama Pengguna Barang.
(6) D i 1 s t  nomor urut
(7) D i t s t  nama program/kegiatan/output berdasarkan rencanakerja SKPD.
(8) D l i s i  kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefilcasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) D l i s t  nama barang sesual kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuanpenggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Ditst kuantitas barang yang diusulkan.
(11) Ditst satuan barang yang dlusulkan sesual ketentuan yang berlaku yaltu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set„ dan sebagainya.
(12) 'Nisi  standart kebutuhan maksimum sesual ketentuan yang berlaku yaltu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) 'Nis i  satuan kebutuhan maksimum sesual ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah. set, dan sebagainya
(14) DOM kode barang yang maslh dimungicinkan untuk dloptimalisasikan.
(15) 'Nis i  nama barang yang masth dimungkinkan untuk dioptimalisasikart.
(16) 'Nis i  jurniah barang maslh dimungidnican untuk dloptimalisaslicart_
(17) Mis t  satuan barang yang masib dimungkinkan untuk ciloptimalisasikan sesual ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (to), luas (m2), unit, buah, set. dan sebagainya.
(18) Dlist kuantitas kebutuhan rill yang dibutuhicam
(19) Dlist satuan kebutuhan rill yang dibutuhkan.
(20) Mis t  keterangan dan/atau Informast penting lainnya yang peril' diungicap.
(21) Ditst tempat dan tanggal disahican.
(22) [Nisi jabatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang melakuican penandatanganan.
(23) Dlist nama dan NIP pejabat yang mengesahican.



2. FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN

No Program/Kegiatan/Output

Barang Yang DipeMara Usulan Kebutuhan Pemehharaan

Ket
Kode Barang Nama Barang jumbh Satuan

Kondist Barang
Nama Pemellharaan lumlah SatuanStatus Barang

B RR RB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

k Program
1. Kegiatan ______ •.-

a. Output _
X-X-V-V-ILMOLla

Dst

B. Program
1. Kegatan

a_ Output _
m r x

Dst

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) _ ( 1 5 ) (16) (17) (18) (19)

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MIL1K DAERAH (RENCANA PEMELIHARAAN)
PENGGUNA BARANG /  KUASA PENGGUNA BARANG( 2 )

TAHUN( 3 )
PEMERINTAH PROVINSI
PENGGUNA BARANG

(4)
(5)

halaman

 ( 2 1 )
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 ( 2 2 )

 ( 2 3 )
Nip ( 2 3 )



Petunjuk Pengisian :
1) D i l s i  nomor halaman.
2) D i ts i  nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
3) D i i s i  tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
4) Di ts i  nama Provinsi yang bersangkutan.
5) D i ts i  nama Perigguna Barang yang bersangkutan.
6) D l i s i  nomor urut
7) M i s t  nama KuAsa Pengguna Barang /progrram/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
8) D l i s t  kode barAng yang dipellhara berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
9) D i l s i  nama barang yang dipehhar-A sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
10) Dilsi kuantitas barang yang dipelinara.
11) Dlist satuan barang yang dipelihata sesual ketentuan yang berlaku yaltu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
12) Ditsi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakal.
13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipellhara jika Balk (B).
14) Dilsi sesuai kondisi barang yang dipellhara lika Rusak Ringan (RR).
15) Ditsi sesuai kondisi barang yang dipelthara ji ka Rusak Berat (RB).
16) Dilsi uraian nama pemehharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
17) Ditsi kuantitas barang yang diusulkan untuk ditakukan pemellharaan.
18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemellharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2),unit, buah, set, dan sebagainya.
19) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
20) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
21) 'Nisi jabatan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
22) Dilsi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



3. FORMAT RICBMD PEMANFAATAN

NO NAMA BARANG MODE BARANG NO REGISTER TAHLIN PEROLEHAN HARGA
PEROLEHAN

SPESIFIMASI
BARANG

KONDISI BARANG
Met

B RR RB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A_ Sewa

a  Pin jam Pakal
-------------

C. Mrs-la Santa Pemanfaatan (KSP)

D. Bangun Guna Serah (BGS)

E. Bangun Serah Guna (BSG)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

F. Kerja Santa Penyedlaan Infrastruktur (KSP)
- - - - - - - - - - -

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG M1LIK DAERAH PEMANFAATAN
PADA PENGGUNA BARANG /  KUASA PENGGUNA BARANG( 2 )

TAHUN( 3 )

PEMERINTAH PROVINSI
PENGGUNA BARANG

(4)
(5)

halamart (1)

,   ( 1 7 )
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Angg-aran
 ( 1 8 )

 ( 1 9 )
Nip ( 1 9 )



Petunjuk Pengisian
(1) D i i s i  Nomor halaman.
(2) D i l s i  nama Kuasa Pengguna Barang yang bersanglcutan.
(3) D i i s i  tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) D i i s i  nama Provinsi yang bersanglcutan.
(5) D i i s i  nama Pengguna Barang.
(6) D i i s i  nomor unit.
(7) D i i s i  nama Barang antara lain: (A) disewakan/ (B) pinjam pakai/ (C) kerja sama pemanfaatan/ (D) bangun guna serah (BGS)/ (E) bangun serah guna (BSG)/ (F) kerjsama sama
penyediaan infrastruktur.
(8) ! H s i  kode barang yang disewakan, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjsama sama penyediaan infrastruktur
(9) D i l d i  Nomor Register barang yang disewakan, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjsama sama penyediaan infrastruktur
(10) Diisi tahun perolehan yang disewakan, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjsama sama penyediaan infrastruktur
(11) Diisi harga perolahan barang yang disewakan, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjsama sama penyediaan infrastruktur
(12) Diisi spesifikasi barang yang disewakan, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjsama sama penyediaan infrastruktur
(13) Diisi kondisi barang yang disewakan, pinjam pakal, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjsama sama penyediaan infrastruktur (B).
(14) Diisi kondisi barang yang disewakan, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjsama sama penyediaan infrastruktur (RR).
(15) Diisi kondisi barang yang disewakan, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjsama sama penyediaan infrastruktur (RB).
(16) Diisi keterangan atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
(17) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(18) Diisi jabatan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melalcukan penandatanganan.
(19) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

catatan:
seandainya tida ada barang yang disewakan, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjsama sama penyediaan infrastruktur, maka
diisilcan N1HIL



4. FORMAT USULAN RKBMD PEMINDATANGANAN

NO NAMA BARAN° KODE
BARANG

NO
REGISTER

TAHUN
PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN
(Rp)

SPESIFIKASI
BARANG

AKUMULASI NILAI
PENYUSUTAN (Rp) NILAI BUKU (Rp) KONDISI BARANG NO. ID

INVENTARIS Ket.
B RR RB

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Mutas i  ke Pengguna /  OPD Lain --,

Dikembahlain ke Pengelola melaluiB. BPKAD

C. Kecja Sama Pemanfruttan (KSP)

D. Tukar-menulcar

E H i b a h

F. Penyertaan Modal Pemerintith
daerah

(6) (7) (8) (9) (10) (I I) ( 1 2 ) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMINDATANGANAN BARANG MILIK DAERAH (RENCANA PEMINDATANGANAN)
PADA PENOGUNA BARANG /  KUASA PENGGUNA BARANG( 2 )

TAHUN( 3 )
PEMERINTAH PROVINSI
PENGOUNA BARANO

(4)
(5)

haiantan ( 1 )

 ( 2 0 )
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Petuniuk Pecutisian:
(I) f l u N o m o r  halal:clam
(2) D a s i  nama Kunsa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) D l i s i  tahun anggaran RID3MD yang diusulkan.
(4) D E S  nama Prorinsi yang bersangkutart.
(5) N i s i  nama Pengguna Barang.
(6) D i i s i  nornor urut.
(7) D u s t  nama Barang yang akan dimutaaikart kc Perangkat Darrel lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan tilhapus/ tukar-menukar/ akan dihibahkan// penyertaan modal pemerintah daerah
(8) D E S  kode barang yang akan &mut/nation ke Perangkat Dacrah lain/ chicembahlutn ke Pengelola melalui BPKAD/ akan cithapus/ tukar-menukar/ akan dihibahlcan// penyertaan modal pcmerintah daerah.
(9) D i U c i  Nomor Register barang yang akan dimwits:titan ke Perangkat Daerah lain/ chicembalikan ke Palacio/a melalui BPKAD/ alum dihapus/ tukar-menukar/ akan thIlibahkan// penyertaan modal pemerintab daerah
(10) (Nisi  uthtm perolatan yang akan dimutaslan ke Pcrangkat Daerah lain/ raembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/ tulcar-menukar/ alum dadbahkan// penyertaan modal pemerintah daerah.
(11) D l is i  harga perolahan barang yang akan dimutasilan ke Perangkat Daerah lain/ dikembablum ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/ tukar-menukar/ akan dthibahkan/ / pcnyertaan modal pemerintah daerah.
(12) Di ls i  spesifikasi barang yang akan diroutamlan ke Perangkat Daerah lain/ ddcembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/ tukar-menukar/ akan calbahkan// penyertaan modal pemerintah daerah.
(13) Di is i  alcumulasi yang akan dimutasikan Ice Perangkat Daerah lain/ clikembalikan Ice Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/ tukar-menukar/ akan daibahkan// penyertaan modal petnerintah daent.h.
(14) N i s i  Naal Buku yang akan dimutaaikan Ice Perangkat Daerah lain/ thicembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ alum dihapus/ tukar-menukar/ alum dadbahkan// penyertaan modal pemerintah daerah.
(15) D l i s i  kondial Itharang yang akan dimutas&an ke Perangkat Daerah lain/ dikembtdikan Ice Pengelola melalui BP/CAD/ akan dihapus/ tukar-menukar/ alum dthibahkan/ / penyertaan modal pemerintah daerah. (B).
(16) D u s t  kondisi barring yang akan dimut.silean kc Perangkat Daerah lain/ chltembablan ke Pengelola MCIAILLI BP/CAD/ akan dihapus/ tukar-menukar/ alum dihibahkan// penyertaan modal pemerintah daerah. (RR).
(17) N i s i  kondisi barang yang 6,101 dimuutsikart Ice Perangkat Daerah lain/ dikembctlikan Ice Pengelola mclalui BP1CAD/ alum dthapus/ tukar-menukar/ akan tbitibahkan// penyertaan modal pemerintah daerah. (RB).
(18) DUal  Nomor ID Invetaris Barang yang akan dimutasikan ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ alum dihapus/ tukar-menukar/ akan clihibahkan/ / penyertaan modal pemerintah daerah.
(19) Du la  keterangan atau informasi penting lairmya yang perlu diungkrip.
(20) D i i s i  tempat dan umggal disahkan.

Nip



5. FORMAT USULAN RICBMD PENGHAPUSAN

NO NAMA B A R A N ° KODE
BARANO

NO
REGISTER

TA -!UN
PEROLEHAN

HARGAPEROLEHAN
(Rp)

SPESIFIKASI
BARANG

A K U M U L A S I N I L A I
(Rp)

NILAI BUKU  (Rp)
NO. I D

INVENTARIS
Ket.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

A- Te l a h  d ip indah tangankan  (Barang sudah d i t a r i k ,  t e tapk  SK
Penghapusan be lum ada

,
B. M e n j a l a n k a n  ke ten tuan  Undar tg-Undang

..
H i lang sudah d i laporkan  kepada penguasa B a r a n g  M i l i k

C. D a e r a h  (Bupat i  Tol i tol i )  d i lampi r t  Su ra t  Kehi lang i  dar t
kepol is ian

(6) (7) (81 (9) (10) (I  I) (12) (13) (14) (18) (19)

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENOHAPUSAN B A R A N °  M I L I K  DAERAH (RENCANA PENGHAPUSAN)
PADA PENOOUNA BARANG /  KUASA PENGOUNA BARANG( 2 )

TAHUN( 3 )
PEMERINTAH PROVINSI
PENGGUNA B A R A N °

(4)

(5)

halaman (I)

Petuntuk Perunamn:
(1) D i l a i N o m o r  halrunan
(2) D u a l  TIETTIJI Kunse Penegunn Barring yang bertanglcutari
(3) N i s i  tahun anggaran REBMD ynng diusulkari
(4) M a i l  name Promnal yang, beratingkutan•
(5) D i m  namn Pengeuna Bar-ang.
(6) D i l a '  nOrflar urut.
(7) D i i a l  nr-ma y t t n g  alum dimuutaikan ke Pernngknt Dnerah lain/ dikernbalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/ tukar-menukar/ akan dihibahkan/ / penyertaan modal pemerintah daerah
(8) M i t z i  krode barang yang akan clunutttalkan ke Prrangluit Dnerith lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/ tukar-menukar/ akan dittibahltan// penyertaan modal pemerintah (literati.
(9) D l l a i  Nermor Register littrang ynng etkan dtmutsaikan ke Perangkst Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dthapus/ tukar-menukar/ akan dihibahkan/ / penyertaan modal pemerintah daerah
(10) D i t a l  tahun perolehtin yen g ciknn chmutesikan ke Prrangkat Dnereth lain/  dikembaltkan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/ tukar-menukar/ akan dihibahkan/ / penyertaan modal pemerintah daerah.
(11) D u s t  h&rge perolahan barang yttng alum danuutoikan kr  Perangkat Daerah lain/ dikembalutrin ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dautpus/ tukar-menukar/ akan thhibahkan// penyertaan modal pemerintah daerah.
(12) M u h l  spratlikaal barting yang Ititfin dimutnalkan kr  Prrangkat Darralt lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/ tukar-menukar/ akan ditubahkan// penyertaan modal pemerintah daerah.
(13) D u r u  ak-unnulatio yang akan dim utnalkan ke Perangitat Dnrrtth lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dthapus/ tukar-menukar/ akan dihibahkan// penyertaan modal pemerintah daerah.
(14) D u a l  Nilas Buku yang akan dintutstaiken ke Prritnelmt Dot-flit) lain/ dikernbalikan ke Pengelola metalui BPKAD/ Akan dihapus/ tukar-menukar/ akan ditubahkan// penyerusan modal pemertntah daerah.
(15) D W I )  Nomor ID !nye-ulna Barang yang k t i n  dtmutaatkein ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/ tukar-menukar/ akan dthibahlmn/ / penyertaart modal pernertnush daerah.
(16) D i l a l  keterangan atau informast prnung Ininnie yang perlu diungkap•
(17) D u a l  u-mpat dart tanggal diaaltkan

(17)
Pengguna Anggaran/KuEtsa Pengguna Anggaran

Nip



6. FORMAT HASIL PENELAAHAN RIOSMD PENGADAAN OLEH PENGOUNA BARANG

No ProgramtKeglatan/ output
Mullin RKBMD Kebutuhan Malts!mum Data Barang yang Dapat Dloptimancan Kebutuhan Rill BMD RKBMD yang d Isetubd

Cara Pemenuhan Ket.

K a d e Rarang Nama Raring jumlah Satuan jurnlah Satuan Kode Baring Nam a Baring jurnlah Satuan lumlah Satuan jumlah Satuan
1 Z 3 4 5 6 7 8 9 IS 11 12 13 14 16 16 17 18

k Program

1- Keg',tan -
a Output _

laaaationra
ka

D-st .-,

8 Program
1 Kertatan _  _ •

a Output _ ..,
a a_aaatatax ra

Dr,

,•

HASIL PENALAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGGUNA BARANG /  KUASA PENGGUNA BARAN° (RENCANA PENGADAAN)

TAHUN

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nip



7. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARAN°

No ProgramtKeglatani output
Usulan RKBMD Kebutuhan Maksimum Data Barang yang Dapat DloptImalkan Kebutuhan Rill BMD

RKBMD yang
cilsetului Cara

Pemenuhan Ket
Kode Barang Nama Barang lumlah Satuan

—
lumlah Satuan Kode

Barang
Nama Barang jumlah Satuan jumlah Satuan jumlah Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. P r o g r a m

1. K e g l a t a n
a. Output

XX5-X.X.300C- XX

Dst

B. P r o g r a m
1. K e g i a t a n  _____.

a Output
X.X.X.X-X-XXX- XX

Dst

HASIL PENALAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN
PADA PENGGUNA BARANG /  KUASA PENGGUNA BARANG

TAHUN

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nip







10. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGHAPUSAN OLEH PENGGUNA BARANG

No Nama Barang Rode Barang No. Register Spesillkasi
Barang

Harga
Perolehan RI).

Akumulasi Nilai
Penyusutan Nila' Buku No. ID

Inventarisasi

Hasa Telahaan
Ket

Disetujui Tida Disetujui

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. Telah dipindahtangankan (barang
sudah ditarik. tetapi SK
Penghapusan belum ada)

B. Menjamin ketentuan undang-
undang

C. Hi lang sudah dilaporkan kepada
Bupad dilampiri surat kehilangan
dari kepohsian

D. Tukar-menukur
_

HASIL PENALAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGHAPUSAN
PADA PENGGUNA BARANG /  KUASA PENGGUNA BARANG

TAHUN

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nip



11. FORMAT PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAEAH PEMELIHARAAN

No Program / Reglatan / Output
Barang Yang

Nama Pemellharaan

Semula Menjadl
Alasan Perubahan Ket

Rode Barang Nama Barang jumlah Satuan Status Barang
Kondisi

jurnlah satuan jurntah satuan
B RR RB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN
PADA PENGGUNA BARANG /  KUASA PENGGUNA BARANG

TAHUN

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nip

/  BUPATI TO LITOLI ,

- - - - - - "

AM RAN RAN Hi. YAHYA


